
 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MANGGARAI 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI 

NOMOR 586 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENDELEGASIAN WEWENANG SELEKSI WAWANCARA 

KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MANGGARAI 

DALAM PELAKSANAAN SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA  

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL 

GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MANGGARAI  

TAHUN 2024 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI, 

 

Menimbang     : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan mekanisme pembentukan 

PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan 

Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Manggarai tentang  Pendelegasian Wewenang Seleksi 

Wawancara Kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-

Kabupaten Manggarai dalam Pelaksanaan Seleksi Wawancara 

Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk  Pemilihan 

Gubernur Dan Wakil Gubernur, dan Bupati Dan Wakil Bupati 

Pada Kabupaten Manggarai  Tahun 2024; 

Mengingat       : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547); 

2. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 6832); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara 

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang 

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 60);  

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc 

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan 
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Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan 

Wakil Walikota sebaagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 

2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan 

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; 

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 

tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan 

Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai 

Nomor 585 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan 

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan 

Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Manggarai Tahun 

2024; 

 

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai 

Nomor 140/PK.01-BA/5310/2024 tentang Rapat Pleno Rutin tnggal 

18 Mei 2024; 

 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan       : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI 

TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG SELEKSI WAWANCARA 

KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-

KABUPATEN MANGGARAI DALAM PELAKSANAAN SELEKSI 

WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA 

(PPS) UNTUK  PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MANGGARAI  

TAHUN 2024 

KESATU : Mendelegasikan wewenang Seleksi wawancara calon Anggota 

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kepada anggota Panitia 

Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Manggarai untuk 

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur dan Bupati Dan Wakil 

Bupati  Pada Kabupaten Manggarai  Tahun 2024. 

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU merupakan penyelenggara  Pemilihan Gubernur Dan Wakil 

Gubernur dan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai  
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Ditetapkan di Ruteng 

Pada tanggal 19 Mei 2024 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MANGGARAI, 

 

ttd. 

 

RIKARDUS JEMMI PENTOR 

 

Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan 

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

KETIGA : Delegasi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU terbatas pada wawancara, sedangkan mekanisme 

penentuan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk  

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur dan Bupati Dan Wakil 

Bupati Pada Kabupaten Manggarai Tahun 2024 tetap menjadi 

kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai . 

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MANGGARAI 

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM, 

 

 

 

Oswaldus Romanus Soba 
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